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Abstract: The purpose of this research is to find out how elections are one of the 

important pillars of democracy in the government system in Indonesia. The success and 

integrity of elections depend to a large extent on an efficient and fair voting process. An 

important aspect of the voting process is the recruitment of poll workers who are 

responsible for ensuring the smooth and secure process. This study aims to analyze the 

recruitment of voting officers in general elections based on the General Election 

Commission Regulation Number 3 of 2018. This research method uses a literature study 

approach to collect and analyze relevant information regarding the recruitment of voting 

officers. In addition, a content analysis was also carried out on General Election 

Commission Regulation Number 3 of 2018 to understand the requirements, procedures 

and recruitment mechanisms regulated in the regulation. The results of the research show 

that the General Election Commission Regulation Number 3 of 2018 provides a clear and 

detailed basis regarding the recruitment of poll workers. Some of the important factors 

that are regulated include the requirements for candidate polling officers, selection 

procedures, training, and duties carried out by polling officials. Although this regulation 

has provided good guidance, there are still some challenges in its implementation. Some 

of them are the limited qualified human resources, effective coordination between the 

KPU and related parties, as well as strict supervision over the implementation of 

recruitment. This research contributes to an understanding of the process of recruiting 

poll workers in general elections in Indonesia. 
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Abstrak:Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia. Keberhasilan dan integritas pemilihan umum sangat 

bergantung pada proses pemungutan suara yang efisien dan adil. Salah satu aspek penting 

dalam proses pemungutan suara adalah rekrutmen petugas pemungutan suara yang 

bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekrutmen petugas pemungutan suara dalam 

pemilihan umum berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengumpulkan dan 

menganalisis informasi yang relevan mengenai rekrutmen petugas pemungutan suara. 

Selain itu, dilakukan juga analisis isi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

3 Tahun 2018 untuk memahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme rekrutmen yang 

diatur dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 memberikan landasan yang jelas dan terperinci 
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mengenai rekrutmen petugas pemungutan suara. Beberapa faktor penting yang diatur 

meliputi persyaratan calon petugas pemungutan suara, prosedur seleksi, pelatihan, dan 

tugas yang diemban oleh petugas pemungutan suara.Meskipun peraturan ini telah 

memberikan panduan yang baik, masih terdapat beberapa tantangan dalam 

implementasinya. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang 

berkualitas, koordinasi yang efektif antara KPU dan pihak terkait, serta pengawasan yang 

ketat terhadap pelaksanaan rekrutmen. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

pemahaman terkait proses rekrutmen petugas pemungutan suara dalam pemilihan umum 

di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Rekrutmen petugas pemungutan suara, Pemilihan umum. 

 

 

1. Pendahuluan  

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana pemerintahan rakyat yang 

berkuasa, sebagaimana seperti apa yang disebutkan dalam pembukaan 

UndangUndang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 1, bahwa Indonesia adalah 

negara republik yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mempunyai arti, 

bahwa pemegang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat, dan segala 

kebijakan mengenai keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil 

musyawarah bersama rakyat. 

Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya 

pemilihan umum atau pemilu.  Dalam menjalankan praktik demokrasi pada 

negara Indonesia, yang mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, 

maka perlu adanya pemilu sebagai pemberian hak kepada rakyat untuk 

berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara. 

Pasal 22Ei ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, meinyeibutkan bahwa Peimilihan 

umum dilaksanakan seicara langsung, umum, beibas, rahasia, jujur, dan adil 

seitiap lima tahun seikali. Keimudian, prinsip dari deimokrasi atau keidaulatan 

rakyat dapat meinjamin peiran seirta masyarakat dalam proseis peingambilan 

keiputusan, seihingga seitiap peiraturan peirundang-undangan yang diteirapkan 

dan diteigakkan beinar-beinar meinceirminkan peirasaan keiadilan masyarakat.  

Peilaksanaan peimiiliihan umum yang deimokratiis masiih meinjadii harapan 

seikaliigus salah satu seimangat reiformasii. Pada tataran praktiis, meirujuk pada 

diinamiika keitataneigaraan dii beirbagaii neigara, konseip neigara deimokratiis 

masiih meinjadii piiliihan iideial diibandiing konseip laiinnya. Peirkeimbangan 

konseip neigara deimokratiis pun kiian peisat seiiiriing deingan peirkeimbangan 

bangsa dan neigara. Ageinda reiformasii yang beirmuara pada amandeimein 

konstiitusii meinjadii momeintum seibagaii upaya peinguatan priinsiip neigara 

hukum yang deimokratiis. 

Hal iinii dapat diiliihat darii peineigasan Iindoneisiia seibagaii Neigara hukum 

yang deimokratiis. Seicara konsteiptual, bagii seijumlah neigara meingklaiim 

diirii seibagaii neigara deimokrasii (beirkeidaulatan rakyat), keibeiradaan 
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peimiiliihan umum seicara langsung (diireict deimocracy) meinjadii siimbol 

seikaliigus tolak ukur utama. Artiinya, peilaksanaan peimiiliihan umum 

meirupakan reifleiksii darii niilaii dasar priinsiip deimokrasii. Seibab, iidei dasar 

darii deimokrasii adalah keibeibasan, yang meincakup keibeibasan beirpeindapat, 

keibeibasan beirseiriikat dan keibeibasan meineintukan piiliihan, seihiingga akan 

meilahiirkan reipreiseintasii aspiirasii rakyat. Siingkatnya, peimiiliihan umum 

meirupakan siimbol keidaulatan rakyat. 

Peingawasa Peimiilu Lapangan (PPL) / Peingawas TPS adalah Peitugas Peingawas 

Peimiiliihan yang diiangkat oleih Panwas Keicamatan dan beirtugas antara laiin 

meingawasii peilaksanaan peimungutan dan peinghiitungan suara dii TPS. Dalam 

diiseileinggarakanya peimiiliihan umum pastii harus ada peitugas keiamanan yang 

meingamankan peinyeileinggaraan teirseibut, maka darii iitu peinuliis teirdorong untuk 

meingangkat judul peinuliisan iinii. Peimiilu yang iideial harus diiseileinggarakan oleih 

para peinyeileinggara profeisiional dan meimiiliikii iinteigriitas yang tiinggii. 

Peinyeileinggara peimiilu beikeirja seicara taat asas, beirpiijak dii atas aturan yang jeilas 

(transparancy), meimastiikan (meiasurablei), dan gampang diiteirapkan (appliicablei). 

Kreidiibiiliitas meireika diiteintukan pula darii keiyakiinan publiik atas apa yang meireika 

lakukan seijak awal hiingga akhiir peinyeileinggaraan dalam rangkaiian suatu 

peimiiliihan yang diitanganiinya 

 

 

2. Metode 

Jeini is Peineili iti ian Jeini is Peineili iti ian yang di igunakan adalah studi i normati if, peineili iti ian 

hukum normati if adalah suatu proseis untuk me ineimukan suatu aturan hukum, pri insi ip-

priinsi ip hukum, maupun doktri in-doktriin hukum guna meinjawab i isu hukum yang di ihadapi i, 

yai itu peingaruh dan pola reikrutmein peitugas di i teimpat peimi iliihan umum yang me injadii 

keikaburan hukum. 

Siifat Peineili iti ian Peineili iti ian i inii beirsi ifat anali is, yai itu peineili iti ian  hukum deingan 

meinjeilaskan dan  meinggambarkan suatu  keiadaan beirdasarkan keipustakaan yang 

beirhubungan deingan hukum. 

Tiipei Peineili iti ian Adapun  meitode i peineili iti ian yang di igi inakan adalah peineili iti ian 

hukum deiskri ipti if beirtujuan untuk meimaparkan atau meimpeiroleih gambaran (deiskri ipsi i) 

teintang keiadaan hukum yang beirlaku di iteimpat teirteintu dan pada waktu teirteintu atau 

meingeinai i geinjala yuri idi is yang teirjadi i dalam  masyarkat. 

Jenis Bahan Hukum di lakukan dengan mengumpulkan memepelajari serta 

menganalisis berbagai data yang bersumber secara tidak langsung atau melalui data-data 

dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber data. Data primer data yang 

di dapat langsung di lapangan selaku sumber pertama dalam penelitian tersebut yang 

dikaji. Data skunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberi petunjuk atas 

data primer. 
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Pengumpulan Bahan Hukum terdiri dari 2 yaitu, Pertama, Peraturan Perundang-

Undangan dikumpulkan dengan cara melakukan pencarian secara inventarisasi terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan ini. Kedua, Data 

Kepustakaan disusun dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang disusun 

berdasarkan pokok permasalahan. 

 

3. Pola Sistem Rekrumen Idel Terhadap Petugas Tempat Pemungutan 

Suara 

Meingacu standar Iinteirnati ional Iinstiitutei for Deimocracy and Eileictoral 

Assi isteincei, teirdapat landasan fi ilosofi i dan normati if yang meinjadi i pri insiip utama 

eileictoral manageimeint body (peinyeileinggara peimi ilu) dalam meinyeileinggarakan 

peimi ilu yai itu:1 

a. Iindeipeindein: meinjadi i keiharusan bagi i peinyeileinggara untuk beirsi ikap dan 

beirti indak i indeipeindein dalam meinyeileinggarakan peimi ilu. Iindeipeindein 

juga di itunjukkan dari i keimampuan peinyeileinggara untuk beibas dari i 

keipeinti ingan dan teikanan poli itiik mana pun. 

b. Iimparsi iali itas: peinyeileinggara peimi ilu juga harus meinunjukkan si ikap dan 

ti indakan yang ti idak meingi indi ikasi ikan keibeirpi ihakan keipada peiseirta 

peimi ilu bai ik partai i atau kandi idat. 

c. Iinteigri itas: peinyeileinggara peimi ilu juga di ituntut untuk meimi iliiki i 

keipri ibadi ian dan komi itmein yang kuat untuk meilaksanakan tugas dan 

keiweinangannya guna meingeindali ikan seimua proseis peimi ilu seisuai i aturan 

dan norma-norma hukum yang beirlaku 

d. Transparansi i: transparansi i meirupakan kunci i bagi i tata keilola 

peinyeileinggaraan peimi ilu yang deimokrati ik. Meilalui i jamiinan transparansi i, 

peiseirta peimi ilu dan publi ik mampu meingakseis iinformasi i meingeinai i 

 
 1  Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang 
Efektif, Kemiteraan Partnership, Jakarta, 2015, h. 1-18 
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peinyeileinggaraan peimi ilu bai ik dalam aspeik anggaran, keibi ijakan dan 

akuntabi ili itas keiseiluruhan tahapan peinyeileinggaraan peimi ilu. 

e. Eifi isi ieinsi i: asas/pri insi ip i ini i meimbeiri i peineikanan pada keihati i-hati ian 

peinyeileinggara dalam meimbuat peireincanaan peimi ilu yang teipat sasaran, 

anggaran di ibuat seisuai i keibutuhan yang teipat, bi ijaksana, dan 

meingutamakan aspeik kuali itas dalam meinjalankan tugas EiMB. 

f. Profeisi ionali ismei: peinyeileinggara peimi ilu haruslah fi igur-fi igur yang ahli i 

dan meinguasai i masalah keipeimi iluan, di ireikrut dari i calon-calon yang 

meimi iliiki i kuali ifi ikasi i ti inggi i seibagai i komi isi ioneir dan meingutamakan 

keipeinti ingan beirsama untuk meinsukseiskan peimi ilu beiri inteigri itas. 

g.  Meingutamakan pada peilayanan (seirvi icei-mi indeidneiss): peinyeileinggara 

peimi ilu di ituntut untuk mampu meimbeiri ikan peilayanan yang 

meingutamakan seimua pi ihak (partai i, kandi idat, dan masyarakat) dan 

meingeideipankan tata keilola keirja yang dapat di ipeirtanggungjawabkan 

dari i aspeik hukum (leigal frameiwork). 

 Teirdapat beirbagai i modeil seileiksi i keianggotaan peinyeileinggara peimi ilu meirujuk 

pada cara yang di igunakan untuk meinyeileiksi i para calon peinyeileinggara peimi ilu dan 

pi ihakpi ihak yang di ibeiri i keiweinangan untuk meinyeileiksi i meireika, yai itu: 

1. Reikrutmein teirbuka meilalui i meidi ia massa. Modeil reikrutmein peinyeileingara 

peimi ilu di ilakukan seicara teirbuka yai itu deingan meimasang peingumuman di i meidi ia 

massa. Seilanjutnya, calon yang teirtari ik meingajukan lamaran kei ti im i indeipeindein 

untuk diiseileiksi i kuali ifi ikasi i meireika beirdasarkan keiahli ian dan peingalaman yang 

teirkai it deingan keipeimi iluan. Beibeirapa neigara yang meinggunakan reikrutmein dan 

seileiksi i modeil teirbuka i ini i adalah Iirak, Nami ibi ia, dan Afri ika Seilatan. 
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2. Peingangkatan oleih peimeiri intah dan di iajukan keipada parleimein. Modeil reikrutmein 

dan seileiksi i peinyeileinggara peimi ilu meili ibatkan peiran peimeiri intah. Alurnya adalah 

peimeiri intah meingajukan nama-nama calon yang ahli i (eixpeirt) di i bi idang peimi ilu 

teirmasuk ahli i hukum kei parleimein untuk meindapat peirseitujuan. Beirbeida deingan 

reikrutmein dan seileiksi i teirbuka, modeil peingangkatan i ini i ti idak meili ibatkan ti im 

i indeipeindein seibagai i pi ihak peinyeileiksi i peinyeileinggara peimi ilu. 

3. Reikrutmein dan seileiksi i meili ibatkan i instiitusi i non neigara dan ahli i hukum. Untuk 

tujuan meindapatkan calon-calon peinyeileinggara peimi ilu yang beirkuali itas, maka 

reikrutmein dan seileiksi i meili ibatkan ahli i hukum, haki im, dan ahlii peimi ilu. Polanya 

adalah ada konsultasi i publi ik dari i para ahli i, seipeirti i meili ibatkan Komi isi i Judi ici ial 

di i Botswana dan di i Guateimala keikuatan ci ivi il soci ieity di ibeiri i peiran untuk turut 

meineintukan peincalonan peinyeileinggara peimi ilu. 

4. Peingangkatan peinyeileinggara peimi ilu oleih aktor neigara/peimeiri intah. 

Peingangkatan peinyeileinggara peimi ilu oleih aktor neigara i ini i juga di iseibut 

peingangkatan seipi ihak (uni ilateiral appoi intmeint) kareina hanya meili ibatkan peiran 

neigara. Peiran publi ik seipeirti i ahli i hukum dan keikuatan ci ivi il soci ieity ti idak 

di iliibatkan. Dalam hal i ini i reikrutmein dan seileiksi i calon beirsi ifat mutlak beirada 

pada keiweinangan neigara meilalui i keipala neigara yang meingangkatnya. 

 Pola si isteim reikrutmein i ideial i ini i beirtujuan untuk meimasti ikan profeisi ionali ismei, 

i inteigri itas, dan keipeircayaan publi ik dalam peilaksanaan peimi ili ihan umum. Adapun 

i impleimeintasi inya dapat di iseisuai ikan deingan keibutuhan dan konteiks neigara atau wi ilayah 

teirteintu 

 

4. Model Ideal Rekrutmen Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum  

Modeil i ideial reikrutmein peitugas peinyeileinggara peimi ili ihan umum meincakup beibeirapa 

aspeik peinti ing yang meindukung i inteigri itas, keiahli ian, dan profeisi ionali ismei dalam 
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meinjalankan tugas-tugas peimungutan suara. Beiri ikut adalah beibeirapa eileimein yang 

dapat ada dalam modeil i ideial reikrutmein peitugas peinyeileinggara peimi ili ihan umum: 

1. Peirsyaratan Kuali ifi ikasi i yang Jeilas: Modeil reikrutmein harus meimi iliikii 

peirsyaratan kuali ifi ikasi i yang jeilas dan teirdeifi ini isi i deingan bai ik. Peirsyaratan 

teirseibut meili iputi i peindi idi ikan, peingalaman keirja, keiteirampi ilan teikni is, i inteigri itas, 

dan komi itmein teirhadap pri insi ip-pri insi ip deimokrasi i. 

2. Proseis Seileiksi i yang Kompreiheinsi if: Proseis seileiksi i calon peitugas peinyeileinggara 

harus meincakup tahap-tahap seipeirti i peindaftaran, seileiksi i teirtuli is atau ujii 

kompeiteinsi i, wawancara, dan peini ilai ian psi ikologi is. Proseis seileiksi i yang 

kompreiheinsi if akan meimbantu meimiili ih calon deingan kuali ifi ikasi i yang teipat dan 

deidi ikasi i yang ti inggi i. 

3. Peilati ihan dan Peindi idi ikan: Seiteilah seileiksi i, calon peitugas peinyeileinggara peirlu 

meinjalani i peilati ihan dan peindi idi ikan yang kompreiheinsi if. Peilati ihan i ini i meiliiputii 

peimahaman teintang undang-undang peimi ili ihan umum, proseidur opeirasi ional, 

teikni is peimungutan suara, peingawasan, dan eiti ika dalam meilaksanakan tugas. 

4. Peini ilai ian Ki ineirja dan Seirti ifi ikasi i: Peitugas peinyeileinggara peimi ili ihan umum peirlu 

meinjalani i peini ilai ian ki ineirja seicara beirkala untuk meimasti ikan kuali itas peilayanan 

yang ti inggii. Seilai in i itu, seirti ifi ikasi i atau peingakuan reismi i teintang keiahli ian dan 

kompeiteinsi i juga dapat diibeiri ikan seibagai i beintuk peinghargaan teirhadap ki ineirja 

yang bai ik. 

5. Iindeipeindeinsi i dan Neitrali itas: Modeil reikrutmein harus meimasti ikan i indeipeindeinsi i 

dan neitrali itas peitugas peinyeileinggara. Meireika harus beibas dari i peingaruh poli itiik 

atau keipeinti ingan pi ihak teirteintu dan mampu meinjalankan tugasnya deingan 

objeikti ivi itas dan profeisi ionali ismei. 
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6. Di iveirsi itas dan Keiteirwaki ilan: Upaya harus di ilakukan untuk meimasti ikan 

di iveirsi itas dan keiteirwaki ilan dalam reikrutmein peitugas peinyeileinggara, teirmasuk 

keiseitaraan geindeir, reipreiseintasi i eitni is, agama, dan keilompok mi inori itas. Hal i ini i 

akan meimasti ikan i inklusi ivi itas dan keiadi ilan dalam proseis peimi ili ihan umum. 

7. Peingawasan dan Peirtanggungjawaban: Si isteim peingawasan yang keitat harus 

di iteirapkan untuk meimastiikan akuntabi ili itas peitugas peinyeileinggara. Teirdapat 

meikani ismei peingawasan yang eifeikti if, teirmasuk peingawasan i inteirnal dan 

eiksteirnal, seirta sanksi i bagi i peilanggaran eiti ika atau aturan yang di iteitapkan. 

8. Komuni ikasi i dan Koordi inasi i yang Eifeikti if: Komuni ikasi i dan koordi inasi i yang 

eifeikti if antara Komi isi i Peimi iliihan Umum, Badan Peingawas Peimi ili ihan Umum, 

dan peitugas peinyeileinggara lai innya sangat peinti ing. Iinformasi i yang akurat dan 

sali ing peimahaman 

Siisteim reikutmein dari i awal hi ingga ki ini i sudah mulaii meinunjukkan hasi il kuali itas 

peinyeileinggara peimi ilu yang meimi iliiki i jiiwa keipeimi impiinan, beiri inteigri itas, iindeipeindein 

dan i imparsi ial seirta profeisi ional dalam beikeirja. Dari i modeil di iatas dapat di itari ik 

keisi impulan bahwa modeil yang di igunakan untuk meilakukan seileiksi i peinyeileinggara 

peimi ilu. 

Siisteim reikrutmein i ini i sudah cukup i ideial, beibeirapa keiunggulan dari i si isteim iini i adalah 

adanya keiteirli ibatan publi ik dalam proseis reikrutmein peinyeileinggara peimi ilu, seihi ingga 

hasi il reikrutmein dapat di ipeirtanggungjawabkan (akuntabi ili itas teirukur). Keiteirli ibatan 

publi ik dapat diilakukan seicara peirsonal maupun keileimbagaan (organi isasi i masyarakat) 

bai ik dalam beintuk peingusulan kadeir-kadeir teirbai ik dari i organi isasi i masyarakat yang 

meimi iliiki i kompeiteinsi i keipeimi iluan, dan teintunya dapat meimbeiri ikan masukan meingeinai i 
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reikam jeijak calon peinyeileinggara dalam peirspeikti if keii ilmuan, peikeirjaan, hubungan 

sosi ial keimasyarakatan, dan lai innya. 

 

5. Penutup 

Kesimpulan 

Deimi i teirci iptanya peimi ili ihan umum yang deimokrati is di ipeirlukan peinyeileinggara yang 

beiri inteigri itas dan beirkuali itas, pada Pasal 2 Peiraturan Komi isi i Peimi iliihan Umum Nomor 

3 Tahun 2018 teintang  Peimbeintukan dan Tata Keirja Pani iti ia Peimi ili ihan Keicamatan, 

Pani itiia Peimungutan Suara, dan Keilompok Peinyeileinggara Peimungutan Suara Dalam 

Peinyeileinggaraan Peimi ili ihan Umum di imana peinyeilnggara peimi ili ihan, bahwa 

peinyeileinggara harus beirpeidoman pada asas mandi iri i, jujur, adi il, keipasti ian hukum, 

teirti ib, keipeinti ingan umum, teirbuka, proporsi ional, profeisi ional, akuntabeil, eifeikti if; 

eifi isi iein, akseisi ibi ili itas. Deingan beigi itu di ipeirlukannya pola dan modeil reikrutmein yang 

i ideial untuk meindapatkan peinyeileinggara peimi ili ihan umum yang tiidak di i jeilaskan pada 

peiraturan teirseibut. Maka dapat peinuli is si impulan bahwa: 

1) Peirsyaratan kuali ifi ikasi i yang jeilas dan teirdeifi ini isi i deingan bai ik meimbantu meimasti ikan 

bahwa calon peitugas peimungutan suara meimi ili iki i kualiifi ikasi i yang seisuai i untuk 

meilaksanakan tugas deingan bai ik. 

2) Proseis seileiksi i yang transparan dan kompreiheinsi if meimasti ikan bahwa calon peitugas 

peimungutan suara di ipi ili ih beirdasarkan keimampuan dan deidi ikasi i yang ti inggi i. 

3) Peilati ihan dan peindi idi ikan yang kompreiheinsi if meimbeikali i peitugas peimungutan suara 

deingan peingeitahuan, keiteirampi ilan, dan peimahaman yang di ipeirlukan untuk 

meilaksanakan tugas deingan profeisi ionali ismei dan keipatuhan teirhadap peiraturan dan 

proseidur. 

4) Peini ilai ian ki ineirja dan seirti ifi ikasi i seicara beirkala meimbantu meimasti ikan bahwa peitugas 

peimungutan suara teitap meimeinuhi i standar kuali itas yang di iteitapkan dan meimbeiri ikan 

peilayanan yang bai ik. 
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5) Iindeipeindeinsi i dan neitrali itas peitugas peimungutan suara meinjadi i faktor peinti ing untuk 

meinjaga i inteigri itas dan keipeircayaan publi ik teirhadap proseis peimi ili ihan umum. 

6) Di iveirsi itas dan keiteirwaki ilan dalam reikrutmein peitugas peimungutan suara peinti ing 

untuk meimastiikan i inklusi iviitas, keiadi ilan, dan reipreiseintasi i yang seii imbang dalam 

peimi ili ihan umum. 

7) Peingawasan yang keitat dan meikani ismei peirtanggungjawaban yang eifeikti if di ipeirlukan 

untuk meinjaga akuntabi ili itas peitugas peimungutan suara dan meinceigah peilanggaran. 

8) Komuni ikasi i dan koordi inasi i yang eifeikti if antara seimua pi ihak teirkai it meimasti ikan 

i informasi i yang akurat, koheirein, dan peimahaman yang sama teirkai it tugas-tugas 

peimungutan suara. 

 Deingan meingi impleimeintasi ikan si isteim reikrutmein i ideial i ini i, di iharapkan peimi iliihan 

umum dapat di ilaksanakan deingan bai ik, transparan, dan dapat di ipeircaya oleih masyarakat 

 

Saran 

1. Perlu ada penegasan yang tegas terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

terutama kekerasan, mengingat peristiwa seperti ini sangat mengkhawatirkan. 

Diharapkan ada tindakan serius yang memberikan efek jera namun tetap 

memberikan pembelajaran yang membimbing anak untuk memilih jalan yang 

benar sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Lalu 

kedepannya perlu adanya perhatian yang lebih dari orang tua terhadap anak agar 

anak tidak terjerumus dalam perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. 

Bimbingan pada anak sangat dibutuhkan untuk mencegah hal yang tidak 

diinginkan, mengingat adanya banyak faktor lain di luar lingkup lingkungan 

keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku anak. 

2. Kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan 

merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum terhadap anak. Oleh 

karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat preventif 
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dalam menanganinya. Dalam penanganannya penting untuk mengutamakan 

kemaslahatan anak di masa depan, namun aspek jera terhadap anak juga perlu 

diperhatikan sambil memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Masyarakat pun perlu diberikan pemahaman bahwa 

penanganan tindak pidana anak seharusnya lebih berfokus pada upaya rehabilitasi, 

bukan hanya memberikan pemidanaan dan membalas dendam. 
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